BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri di Kecamatan
Pante Bidari Kabupaten Aceh Timurmasih belum maksimal,
perlindungan anak terhadap hak identitas diri, masih menjadi
permasalahan, lebih dari 50% (lima puluh persen) anak belum
memiliki akta kelahiran, ketidakikutsertaan masyarakat dalam
melindungi hak identitas anak menjadi permasalahan di Kecamatan
Pante Bidari. hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan
masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak identitas anak. Pada
dasarnya akta kelahiran harus dibuat secepatnya sesuai dengan
aturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, dan akta kelahiran selambat-lambatnya dibuat 60 (enam puluh)
hari setelah proses kelahiran.

Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap
hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten
Aceh Timur yaitu tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah
tentang pentingnya perlindungan anak terhadap hak identitas diri,
kemudian masyarakat tidak tau kegunaan akta kelahiran, dan
masyarakat belum tau tata cara pengurusan akta kelahiran serta
masyarakat masih menganggap akta kelahiran bisa dibuat kapan saja
ketika di butuhkan, dan masyarakat belum tau bahwa sudah ada
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Perlindungan Anakyang menyebutkan bahwa identitas diri setiap anak
harus diberikan sejak kelahirannya,dan identitas sebagaimana
dimaksud dalam hal ini harus dituangkan dalam akta kelahiran.

upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak atas
identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur
dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur
dengan cara melakukan pembuatan akta kelahiran keliling, yang
dimana pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masuk
kesitiap gampong untuk mengajak masyarakat untuk membuat akta
kelahiran secara langsung tanpa harus mengantar berkas ke kantor,
selain itu juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, pemerintah
gampong disertakan juga bidan desa. Upaya yang dilakukan Dinas
Pendidikan yaitu membuat aturan dalam bentuk surat edaran kepela
dinas bahwa setiap anak yang masuk sekolah dari tahap taman
kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas disyaratkan
pada tahap pendaftaran pertama melampirkan akta kelahiran, upaya
yang dilakukan keuchik gampong yaitu mensosialisasikan serta
membuat surat keterangan Keuchik sebagai dispensasi dalam
pengurusan akta kelahiran anak, peran bidan dalam hal ini
membantuk masyarakat sepenuhnya dalam hal membuat akta

kelahiran.



B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur di harapkan untuk
melakukan upaya yang lebih maksimal di dalam melindungi hak anak
atas identitas diri, serta ganun khususnya yang menyangkut dengan
hak identitas diri anak di sesosialisasi secara lebih maksimal sehingga
semua masyarakat mengetahui ganun tersebutguna meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam melindungi hak anak atas identitas diri.

2. Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hendaknya
melukukan koordinasi yang melibatkan masyarakat dan beserta tokoh-
tokoh masyarakat dalam melakukan sosoalisasi pentingnya
perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri, Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil juga harus meningkatkan sosialisasi
mengenai pentingnya perlindungan anak terhadap hak atas identitas
diri sehingga tidak ada lagi anak yang tidak terlindungi hak atas
identitas anak.

3. Kepada Keuchik (Kepala Desa) setiap adanya kelahiran diharapkan
melakukan upaya yang lebih cepat dalam pendataan serta membantu
pengurusan pembuatan akta kelahiran demi untuk melindungi anak
terhadap hak atas identitas diri, serta tertibnya administrasi sehingga
semua anak yang ada di ruang lingkup gampong (desa) terlindungi
hak-haknya secara hukum yang sah menurut Undang-Undang dan

Peraturan-Peraturan yang berlaku melalui pembuktian akta kelahiran.



Kepada masyarakat Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur perlu keikut
sertaan dalam melindungi anak terhadap hak atas identitas diri, setiap
setelah adanya kelahiran diharapkan segara untuk membuat akta

kelahiran, demi menjamin hak-hak anak secara yuridis.
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